
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan­ 
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama 
ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor s- 
8 / MK. 7 / 2021 ten tang Penetapan Pemberian Hibah untuk 
Program Hibah Jalan Daerah yang Bersumber dari 
Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021, maka 
perlu adanya penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran 
penatausahaan keuangan pada Provinsi Jawa Tengah 
perubahan Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021; 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

GUBER.NUR. JAWA TEMGAH 

Mengingat 

Mengimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 



PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 50 TAHUN 
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

MEMUTUSKAN : 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pedapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155) 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 1 Seri E 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 7); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 
Nomor 4); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-8/MK.7 /2021 
tentang Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah 
Jalan Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam 
Negeri Tahun Anggaran 2021; 

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 50); 

Menetapkan 



Rp. 0,00 

Rp. 350.000.000.000,00 

Rp. 270.000.000.000,00 
Rp. 0,00 
Rp. 270.000.000.000,00 

Rp. 620.000.000.000,00 
Rp. 0100 
Rp. 620.000.000.000,00 

Rp. 27.234.833.343.000,00 

Rp. 27 .190.833.343.000,00 
Rp. 44.000.000.000,00 

Rp. 26.884.833.343.000,00 

Rp. 26.840.833.343.000,00 
Rp. 44.000.000.000,00 

b.Bertambah 

Jumlah Belanja Daerah setelah 
Perubahan 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula 
2) Bertambah 

Jumlah penerimaan Pembiayaan 
setelah peru bahan 
b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula 
2) Bertambah 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
setelah peru bahan 
J umlah pembiayaan neto setelah 
perubahan 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
setelah peru bahan 

Jumlah Pendapatan daerah setelah 
perubahan 

2. Belanja Daerah 
a. Semula 

b.Bertambah 

1. Pendapatan Daerah 
a. Semula 

Pasal 16 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, tercantum dalarn Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini terdiri dari: 

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi 
sebagai beriku t: 

Pasal 2 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri 
atas: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2020 Nomor 50), diubah sebagai berikut: 



~~~n tama Muda 
NIP. 19711207 199503 1 003 

PRASETYO ARIBOWO 
BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR} .. 

gan aslinya 
KUM 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 22 Februari 2021 

Pj. SEKRETARIS DAERAH ROVINSI 
JAWA TENGAH, 

ttd 

GANJAR PRANOWO 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 22 Februari 2021 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ttd 

Pasal II 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan 
Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan. 


